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DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-JakartaPusat 10320 Telp.:(021)3904146 Fax.:(021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 117/DSN-MUI/11/2018

Tentang

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk
pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam
upaya memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan
efisien saat ini semakin berkembang di Indonesia;

b. bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai
ketentuan dan batasan hukum terkait layanan pembiayaan berbasis
teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, DSN-
MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang layanan
pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah
untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:
oo o3l st st o3t
“Hai orang-orang yangberiman! Tunaikanlah akad-akad itu...”
b. Q.S. al-Isra’ (17):34:
Vghes B8 3galt gy 1585s

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan
dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Nisa® (4): 29:
2o 53 5,86 O Yy by Ky 2Kl gl v g i Gy
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117 Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah 2

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:
U web ST R dadi ) eds 185, 180T 10
BT 2S5 Gk Vg abley 4, 33

“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku
lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu

kepada seorangpun”
e. Q.S. al-Qashash(28): 26:

BV Gl e lin g 22 O bmlin ol thias 236

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.

f. Q.S. al-Bagarah (2): 282:

LSRG fad et ) od 2B ) shT s gl
“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis... ”.

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:

2 -

et B ooudt g O 28t i gy
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya...”.

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn
Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi
s.a.w. bersabda:

Ay 285l by g sl Eadiy Cal sl
g 135 ST 2y Laigald

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan
garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis
serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu

Jika dilakukan secara tunai.”
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b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi
s.a.w. bersabda:

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
vang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama
(nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian
yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang
tidak tunai dengan yang tunai. "

c. Hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

Sl 25 2 Y 5 gl §) suabst
“Sampaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak
menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang
menghianatimu. ™

d. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-
Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu “Abbas r.a., riwayat Malik
dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan
al-Dar al-Quthni dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

o N5 550 Y

“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lazn dan tidak
boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

e. Hadis Nabi s.a.w. riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya ‘Amr bin
‘Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Katsir bin
Abdillah bin amr bin ‘Aunr.a.:

% }/a ,45”5 \j‘}; ZL’/J‘ 5]‘ @’);L;_ 2 (2 y‘ 5 ;S‘ 2 u;L’_ s 18 |
v a1 S0 e G b byt o
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang
diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

f. Hadis Nabi saw. riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah
r.a.dan Abu Sa’id al-Khudri r.a.:
sl aadi ot sl s
'Siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

/
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g. Hadis Nabi saw. riwayat [bn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat
al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu
Hurairah r.a.:

Sl

uf&o\ﬂv\ 2 ks
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
h. Hadis Nabi saw. riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit
dari Anas:
s gt o
“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”
3. Kaidah Fikih:

0% &

Wi s 33 5% Ayl oMl g LY

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya’.

i3 27l
“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan”.
uL<AM BREIE N e
“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa mungkin”.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu  yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak
bertentangan dengan syariat).”

°

RN
Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
Udeg 13354 Al as 53 1A
Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah
ML Ja’ v jﬂ 65; rb'}ﬂ " 5

“Kebijakan  pemimpin  terhadap  rakyat  harus — mengikuti
(mengacu/berpihak ) kepada kemaslahatan (masyarakat)”.

bl 5_<; (w isdladl ol L

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah”.

Memperhatikan : 1. Muhyiddin Syarf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, Riyad: Dar al-
Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, hal. 687

BVl 4 ek G ghs A 22 2yl ae By o0l sl 20
ARl 08 ) S Y 5 Jolly o s
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Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di
dalamnya adalah majelis tawajub (saling menetapkan), yaitu majelis
yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan gabul, dan tanpa
mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.

2. Abdul Rahman al-Juzairi, al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba ah,
Beirut: Dar al-Fikr, 1990, hal. 16

_p_;jd..uw wdf”“’&\xwdwwf’ ﬂ°/4\.2.~»a_5\ J).,<J E)/T\.é_i.g\’

2%

el OY LI g SIS 3t AR BETI] S aas U N

G olady slis S0

Syarat keempat dari ijab qabul akad nikah adalah shighat terdengar
oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak
yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya.
Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir,
atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak
menghadiri masjlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam
hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

3. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus-Dar
al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106.

3 QiJ..LiLi.S\ 0% L:.? \Af . “Kd uj,UzA.S\ U“.GLZJ\ ;Lé\ J\}iﬁk JJ

7

anls L 35313 ,>§J Lo 2 st 5a ;Q 6 8y aels 0K
SE1 2 320 Gy sy kol 5 KL f Casdy B Juad
uu\;d\., a4 W uwu_.iﬁ aj.’ LSM\ ;,3}5 5\ u,»ji\ ;L;-\ mejk
LAl @gbjuj\ PERAR olasleisll s oj,; 65& Jdi P HANESY

a B sy A 2 “ & o oo ° - ° @ 289

SN 4 4 % P I NI AR T P (B e

M‘ﬂﬁ:dﬁ@‘M&ng\@éJw‘di \.@UJ‘ U‘Mu&j

L ol @ a0 g1 G Ju 255 5h 2Ll o Zatd 10831 g
il @B 2T e ) oGiasl a8 O

Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang
telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi
dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda
ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi
via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu majelis adalah satu
zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan
transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua
belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli figh
berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan beberapa hal
yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka majelis akad dalam
perbincangan via telepon atau radiogram adalah waktu tersambungnya
kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab
itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka

majelis akad berakhir. j
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4. Surat permohonan Fatwa perihal Pembiayaan Berbasis Teknologi
(fintech financing) yang sesuai dengan prinsip syariah dari:
a. PT. Investree Radhika Jaya Nomor: IRJ/088/XII/2017 tertanggal
08 Desember 2017
b. PT Ammana Fintek Syariah No. 01/MUI/S.MHN/2018

tertanggal 06 Februari 2018

5. Hasil Focus Group Discussion pada hari Selasa, tanggal 30 Januari
2018 di kantor DSN-MUI

6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari
Kamis, tanggal 22 Februari 2018.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : FATWA TENTANG LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan
berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau
menghubungkan  Pemberi  Pembiayaan dengan  Penerima
Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumum-
kan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di
bidang layanan jasa keuangan.

3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumbkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan
jasa keuangan.

4. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan,
mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi.

5. Pengguna adalah Pemberi Pembiayaan dan Penerima Pembiayaan
yang menggunakan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi
Informasi.
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6. Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan
bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang
membutuhkan dana;

7. Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang
bersumber dari Pemberi Pembiayaan;

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik termasuk tulisan, suara, gambar,
peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, atau simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang
memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan
status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan.

11. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang
mengakibatkan  berpindahnya  kepemilikan  obyek  yang
dipertukarkan (barang dan harga).

12. Akad ljarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu
barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran wjrah
atau upah.

13. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau
lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan
kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa
keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara
proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak
secara proporsional

14. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara
pemilik modal (shahibu al-maal) yang menyediakan seluruh modal
dengan pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di
antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan
kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
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LS.

16.

17.

18.

1.

20.

21

22.

23,

Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjamandengan
ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang
yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati;

Akad wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa
(muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan;

Akad wakalah bi al-yjrah adalah akad wakalah yang disertai
dengan imbalan berupa ujrah (fee).

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-
barang ribawi (riba fadhl) atau tambahan yang diperjanjikan atas
pokok utang sebagai imbalan penangguhan pembayaran secara
mutlak (riba nasi’ah).

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai
kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai
penyerahannya.

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak
jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-
untungan.

Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad
yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah
obyek akad tersebut tidak cacat.

Dharar adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau
kerugian pihak lain.

Akad Baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak
oleh Penyelenggara dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk,
maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk
dan/atau layanan kepada Pengguna/Konsumen secara massal.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dibolehkan
dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi
berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang
terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga :  Subyek Hukum

Subyek hukum dalam kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi
informasi yaitu:

1.

Penyelenggara;

2. Penerima Pembiayaan; dan
3. Pemberi Pembiayaan.
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Keempat : Ketentuan terkait Pedoman umum Layanan Pembiayaan Berbasis
Teknologi Informasi

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan
prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai
berikut:

1. Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi
informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu
antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar,
zhulm, dan haram;

2. Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip
keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan
Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa
akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan,
antara lain akad al-bai’, ijjarah, mudharabah, musyarakah, wakalah
bi al ujrah, dan qardh;

4. Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik
yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan
syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

5. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusum) berdasarkan
prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana
Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan

6. Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui
media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik
berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan
memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Kelima : Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan

prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

1. Pembiayaan anjak piutang (factoring); yaitu pembiayaan dalam
bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti
tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (gardh)
yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada
pihak ketiga (payor).

2. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (Purchase
Order),; yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha
yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja
pengadaan barang dari pihak ketiga.

3. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online (online seller), yaitu pembiayaan yang diberikan
kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online
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pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi
(platform e-commerce/marketplace) yang telah menjalin kerjasama
dengan Penyelenggara;

4. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan
secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara payment
gateway, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha
(seller) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi
(channel distribution) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya
dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online
(payment gateway) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee), yaitu pembiayaan yang
diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan
konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi
pemberi kerja.

6. Pembiayaan berbasis komunitas (community based), yaitu
pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang
membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya
dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

Keenam :  Ketentuan terkait Mekanisme dan Akad

Mekanisme dan akad layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
sebagai berikut:
1. Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan hukum utang
piutang yang ditunjukkan dengan bukti tagihan (invoice) oleh
calon Penerima Pembiayaan dari pihak ketiga (payor) yang
menjadi dasar jasa dan/atau pembiayaan anjak piutang;

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar bukti tagihan (invoice)
yang dimiliki, mengajukan jasa dan/atau pembiayaan kepada
Penyelenggara;

¢. Penyelenggara menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan
untuk memberikan jasa penagihan piutang berdasarkan bukti
tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan
(gardh);

d. Dalam hal calon Pemberi jasa dan/atau pembiayaan menyetujui
penawaran sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-
uwjrah antara Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara;
Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara
sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan akad wakalah bi al-ujrah dengan
Penerima Pembiayaan untuk penagihan utang; Penyelanggara
sebagai wakil, dan Penerima Pembiayaan sebagai muwakkil;
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f. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan dapat
memberikan talangan dana dengan akad gardh kepada Penerima
Pembiayaan/Jasa;

g. Penyelenggara melakukan penagihan kepada pihak ketiga
(payor) atas piutang Penerima Pembiayaan;

h. Penerima Pembiayaan membayar ujrah kepada Penyelenggara;

i. Penerima pembiayaan membayar utang gardh (jika ada) kepada
Penyelenggara sebagai wakil;

j. Penyelenggara wajib menyerahkan wjrah dan gardh (jika ada)
kepada Pemberi Pembiayaan.

2. Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (Purchase Order)

Pihak Ketiga

a. Adanya akad yang menimbulkan hubungan purchase order yang
dibuktikan dengan kontrak pengadaan barang antara calon
Penerima Pembiayaan dengan pihak ketiga yang menjadi dasar
pembiayaan;

b. Calon Penerima pembiayaan atas dasar purchase order dari
pihak ketiga, mengajukan pembiayaan pengadaan barang kepada
Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan sebagaimana huruf b,
Penyelenggara melakukan penawaran kepada calon Pemberi
Pembiayaan untuk membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah
antara Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk
melakukan akad pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan;
Pemberi Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara
sebagai wakil;

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau
mudharabah.

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

3. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang
Berjualan Secara Online (Seller Online)

a. Penyediaan layanan perdagangan berbasis teknologi informasi

(platform  e-commerce/marketplace) dan  Penyelenggara

melakukan kerjasama pemberian pembiayaan kepada pelaku
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usaha yang berjualan secara online (seller online) sebagai calon
Penerima Pembiayaan;

b. Calon Penerima Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada
Penyelenggara untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara
melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf ¢, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan
akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai
wakil;

e. Penyelenggara melakukan pembiayaan dengan Penerima
Pembiayaan berdasarkan akad jual-beli, musyarakah, atau
mudharabah;,

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan dalam akad; dan

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

4. Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang
Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui
Penyelenggara Payment Gateway
a. Penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (payment

gateway) dan Penyelenggara melakukan kerjasama pemberian
pembiayaan kepada para Pedagang online (Seller Online) yang
bekerjasama dengan Penyedia jasa;

b. Pedagang online (Seller Online) atau calon Penerima
Pembiayaan mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara
untuk pengadaan barang;

c. Atas dasar pengajuan pembiayaan pada huruf b, Penyelenggara
melakukan penawaran kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai pengadaan barang;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf ¢, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Penyelenggara dengan Pemberi Pembiayaan untuk melakukan
akad pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan; Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil dan Penyelenggara sebagai
wakil,

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,
memberikan pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan dengan
menggunakan akad jual-beli, musyarakah, atau mudharabah;

|
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f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau bagi hasil) melalui Perusahaan Penyedia jasa otorisasi
pembayaran secara online (payment gateway) yang bekerjasama
dengan Penyelenggara;

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau bagi hasil) kepada Pemberi Pembiayaan.

5. Pembiayaan untuk Pegawai (Employee)
a. Adanya  pegawai/calon  Penerima  Pembiayaan yang
mendapatkan gaji tetap dari suatu institusi yang bekerjasama
dengan Penyelenggara;

b. Calon Penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan
konsumtif, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara
menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan konsumtif calon Penerima Pembiayaan;

d. Dalam hal calon Pemberi pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf c, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk melakukan
pembiayaan dengan  Penerima Pembiayaan; Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai
wakil;

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,
melakukan akad jual-beli atau ijjarah dengan Penerima
Pembiayaan sesuai kesepakatan; .

f. Penerima Pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil (margin
atau wjrah) kepada Penyelenggara dengan cara pemotongan
gaji/auto debet,

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau wjrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

6. Pembiayaan Berbasis Komunitas (Community Based)

a. Adanya pelaku usaha/calon Penerima Pembiayaan yang
tergabung dalam komunitas usaha tertentu yang bekerjasama
dengan Penyelenggara;

b. Calon Penerima Pembiayaan yang memiliki kebutuhan modal
usaha, mengajukan pembiayaan kepada Penyelenggara;

c. Atas dasar pengajuan sebagaimana huruf b, Penyelenggara
menawarkan kepada calon Pemberi Pembiayaan untuk
membiayai kebutuhan modal calon Penerima Pembiayaan;

d. Dalam hal calon Pemberi Pembiayaan menyetujui penawaran
sebagaimana huruf ¢, dilakukan akad wakalah bi al-ujrah antara
Pemberi Pembiayaan dengan Penyelenggara untuk memberikan
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pembiayaan  kepada  Penerima Pembiayaan; Pemberi
Pembiayaan sebagai muwakkil, dan Penyelenggara sebagai
wakil.

e. Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Pembiayaan,
melakukan akad dengan Penerima Pembiayaan baik akad jual-
beli, ijarah, musyarakah, mudharabah, atau akad-akad lain yang
sesuai dengan prinsip syariah;

f. Penerima pembiayaan membayar pokok dan imbal hasil
(margin, ujrah, atau bagi hasil) kepada Penyelenggara melalui
komunitas usaha tertentu yang bekerjasama dengan
Penyelenggara;

g. Penyelenggara wajib menyerahkan pokok dan imbal hasil
(margin atau ujrah) kepada Pemberi Pembiayaan.

Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan
Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui
musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian
sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kedelapan : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah
sertadisempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 06 Jumadil Akhir1438 H

22 Februari 2018 M
DEWAN SYARIAH NASIO
MAJELIS ULAMA INDO
Ketua, . bkretaris,
& \ /
PROF. DR. K.H. MA’RUF AMIN — DR.H AR ABBAS, MM, M.AG
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